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	The Policy for waste management is deemed necessary to maintain environmental sustainability from the accumulation of waste. To support this, it is deemed necessary to monitor public behavior to improve the implementation of a policy. The informants in this study were the Environmental Service as the TPS (waste disposal site) manager while the informants in this study were garbage collectors and the community. The method used in this research is qualitative in a descriptive approach. From this research, policy implementation can be carried out with supporting facilities, such as providing trash cans so that people understand about sorting waste that contains hazardous waste which is difficult to process
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	        Kebijakan untuk pengelolaan sampah dirasa perlu untuk menjaga kelestarian lingkungan dari penumpukan sampah. Untuk mendukung hal ini pengawasan perilaku masyarakat dirasa perlu untuk meningkatkan penerapan suatu kebijakan. Informan dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup selaku pengelola TPS(tempat pembuangan sampah) sedangkan informan dalam penelitian ini adalah petugas pengangkut sampah serta masyarakat. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dalam pendekatan deskriptif. Dari penelitian ini pengimplementasian kebijakan dapat terlaksana dengan sarana yang mendukung seperti penyediaan tempat sampah agar masyarakat jadi mengerti mengenai pemilahan sampah yang mengandung limbah berbahaya yang susah untuk diolah.
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1. PENDAHULUAN

Sampah merupakan masalah yang seringkali dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kota Probolinggo sebagai salah satu kota di Jawa Timur juga mengalami masalah yang sama. Sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Terutama sampah yang mengandung limbah B3(Bahan Berbahaya dan Beracun) yang susah diolah sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan yang telah diregulasi dari peraturan undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang mengatur sampah limbah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga yang mengandung B3. Oleh karena itu, regulasi peraturan tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik sebagai upaya untuk mengatasi masalah sampah yang timbul secara tidak periodik.
Pengelolaan sampah merupakan salah satu masalah yang sangat penting. Masalah ini menjadi semakin kompleks karena jumlah penduduk yang semakin meningkat dan pola konsumsi yang semakin tinggi. Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sampah, termasuk di Kota Probolinggo.
Sampah limbah rumah tangga yang timbul secara tidak periodik butuh pengelola khusus sehingga perlu penanganan serta pengawasan agar meminimalisir sampah tersebut, untuk meningkatkan keberhasilan penerapan tersebut dibuatlah peraturan pemerintah. Meskipun telah ada peraturan yang mengatur pengelolaan sampah, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Salah satunya adalah perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan dan masih sering membuang sampah sembarangan. Selain itu, infrastruktur yang kurang memadai juga menjadi kendala dalam pengelolaan sampah
Kota Probolinggo merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Kota ini juga memiliki banyak tempat pembuangan sampah (TPS) yang tersebar di berbagai wilayah. Salah satu TPS yang terkenal di Kota Probolinggo adalah TPS Ungup-Ungup Probolinggo. TPS ini merupakan tempat pembuangan sampah yang cukup besar dan sering dikunjungi oleh masyarakat Kota Probolinggo.
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik di TPS Ungup-Ungup Probolinggo sangat penting untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Kota Probolinggo. Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan sampah spesifik, yaitu sampah yang memiliki karakteristik khusus seperti sampah medis, sampah elektronik, dan sampah berbahaya lainnya. Implementasi peraturan ini akan membantu mengurangi dampak negatif dari sampah spesifik terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pengawasan perilaku masyarakat sangat penting dalam implementasi peraturan ini.. Oleh karena itu, pemerintah Kota Probolinggo harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap perilaku masyarakat di TPS Ungup-Ungup Probolinggo. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul”Implementasi pengawasan perilaku masyarakat kota probolinggo di TPS ungup-ungup probolinggo berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik”.

2. METODE PENELITIAN

	Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dan jumlah informan sebanyak 5 orang. Lokasi penelitian adalah (TPS) ungup-ungup, Staf kebersihan dan pengangkut sampah, serta masyarakat yang melakukan pembuangan sampah pada (TPS), objek penelitian dalam penelitian ini adalah TPS ungup-ungup di Kota Probolinggo, sedangkan pengumpulan data dengan cara Observasi serta wawancara. Teknik analisis data adalah dengan penyajian data yang fokus penelitian pada tema yang telah diambil, diakhiri penarikan kesimpulan. 




3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

	Tempat Penampungan Sementara Sampah ungup-ungup berada di Kecamatan Kanigaran yang mampu menampung sampah sebesar 50 m³/hari. TPS ungup-ungup ini masuk dalam TPS jenis transfer depo dan belum ada sistem pemilahan sampah, jadi TPS ini hanya digunakan sebagai tempat pengumpulan sampah sementara tanpa ada pemilahan sampah. Sampah yang dibuang ke TPS ungup-ungup sebagian besar berasal dari sampah rumah tangga melingkupi daerah 19 RW dari 3 kelurahan yaitu Kelurahan Kanigaran, Tisnonegaran dan Kelurahan Kebonsari Kulon dengan jumlah Kepala Keluarga yang terlayani sebanyak 2273 Kepala Keluarga(Isnaeni, Meidiana, and Sari 2019). Dalam hal ini perlu pengawasan mengenai sampah yang tergolong limbah berbahaya bahkan limbah yang timbul secara tidak periodik, agar tidak membahayakan masyarakat sekitar dan lingkungan. Kebijakan pengadaan limbah sampah spesifik ini diatur dengan peraturan perundang-undangan nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang telah diregulasi dengan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik. Tentunya dari adanya Kebijakan tersebut harus didasari pada standar serta target yang jelas sehingga dalam pelaksanaannya, implementator dapat memahami dan melaksanakan kebijakan tersebut dengan tepat(Octariani and Martini 2022)
	Kondisi luar TPS ungup-ungup saat ini masih ada sampah menumpuk dan berserakan yang menimbulkan pemandangan yang kotor, bau tidak sedap dan kumuh. Adapun kondisi TPS tersebut disebabkan oleh perilaku masyarakat yang membuang sampah langsung ke TPS dikarenakan jadwal pengambilan sampah tidak rutin, telat dan datangnya petugas tidak teratur sehingga warga lebih memilih untuk membuang langsung ke TPS. Maka perlu pembatasan timbulan sampah yang mengandung limbah B3, kebijakan ini tertuang dibuatkan suatu kebijakan pengelolaan sampah yang dalam hal ini perlu pengawasan dalam melakukan pembuangan sampah hal ini tertuang pada peraturan Pemerintah Kota Probolinggo dapat melakukan beberapa cara untuk mengubah perilaku masyarakat dalam membuang sampah. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Edukasi dapat dilakukan melalui kampanye, seminar, atau sosialisasi di media sosial.
1) Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik terhadap pengawasan perilaku masyarakat Kota Probolinggo di TPS ungup-ungup probolinggo
	
	Dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik di TPS Ungup-Ungup Probolinggo, pemerintah Kota Probolinggo harus melakukan kerjasama dengan masyarakat. Masyarakat harus diberikan peran aktif dalam pengelolaan sampah, seperti memilah sampah dan membuang sampah pada tempat yang tepat. Pihak swasta juga dapat berperan dalam pengelolaan sampah, seperti dengan menyediakan fasilitas pengolahan sampah yang modern dan ramah lingkungan(Dongoran, Harahap, and Tarigan 2018).
	Setelah penulis melakukan penelitian, Salah satu tempat pengelolaan sampah di Kota Probolinggo adalah TPS Ungup-Ungup Probolinggo. TPS ini merupakan tempat pembuangan akhir sampah yang berada di wilayah Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. TPS ini memiliki luas sekitar 5 hektar dan mampu menampung sampah hingga 500 ton per hari. Ini dampak dari meluapnya sampah setiap harinya,maka dengan demikian Pengumpulan sampah merupakan tahap awal dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Probolinggo harus memastikan bahwa pengumpulan sampah dilakukan secara teratur dan efektif(Ananda 2022). Hal ini dapat dilakukan dengan cara membagi wilayah Kota Probolinggo menjadi beberapa zona dan menetapkan jadwal pengumpulan sampah untuk setiap zona.
	Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap warga Kota Probolinggo memiliki tempat sampah yang memadai. Tempat sampah yang memadai dapat mengurangi jumlah sampah yang berserakan di jalan atau tempat umum. Pemerintah juga dapat memberikan sanksi kepada warga yang tidak memiliki tempat sampah atau membuang sampah sembarangan.
	Setelah sampah terkumpul, tahap selanjutnya adalah pengangkutan sampah. Pemerintah Kota Probolinggo harus memastikan bahwa pengangkutan sampah dilakukan dengan kendaraan yang memadai dan sesuai dengan kapasitas sampah yang dihasilkan. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa pengangkutan sampah dilakukan secara teratur dan tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar(Purwanti 2021)
	Setelah sampah diangkut dari tempat pengumpulan, tahap selanjutnya adalah pemrosesan sampah. Pemerintah Kota Probolinggo harus memastikan bahwa sampah diproses dengan cara yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan masalah kesehatan masyarakat. Salah satu cara pemrosesan sampah yang ramah lingkungan adalah dengan cara daur ulang. Daur ulang sampah dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPS. Pemerintah Kota Probolinggo dapat membangun fasilitas daur ulang sampah di TPS Ungup-Ungup Probolinggo. Fasilitas daur ulang sampah dapat memproses sampah menjadi bahan yang dapat digunakan kembali, seperti kertas, plastik, dan logam.
	Dari hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa. Selain pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan sampah, pemerintah Kota Probolinggo juga harus memperhatikan perilaku masyarakat dalam membuang sampah. Perilaku masyarakat yang tidak baik dalam membuang sampah dapat menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Sanksi yang diberikan dapat berupa denda atau kerja sosial. Sanksi yang diberikan dapat menjadi efektif jika dilakukan secara konsisten dan adil.
	Kemudian adanya pengawasan perilaku masyarakat jadi lebih mengetahui jenis sampah yang mengandung limbah bahan B3 serta melakukan mengunangan dan penanganan
2) Faktor penghambat dan pendukung Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik terhadap pengawasan perilaku masyarakat Kota Probolinggo di TPS ungup-ungup probolinggo

	Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, dalam implementasi pengelolaan sampah spesifik di TPS ungup-ungup berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik terhadap pengawasan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan di kota probolinggo terdapat faktor penghambat dan pendukung yaitu:
1. Faktor pendukung
a. Kesadaran Masyarakat Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah spesifik sangat penting dalam meningkatkan pengelolaan sampah spesifik di Kota Probolinggo. Dengan kesadaran masyarakat yang tinggi, masyarakat akan lebih mudah untuk membuang sampah sesuai dengan jenisnya.
b. Fasilitas yang Memadai Fasilitas yang memadai juga sangat penting dalam meningkatkan pengelolaan sampah spesifik di Kota Probolinggo. Fasilitas yang memadai, seperti tempat pembuangan sampah organik dan non-organik yang terpisah, akan memudahkan masyarakat untuk membuang sampah sesuai dengan jenisnya(Sekarsari and Trianti 2020)
c. Sosialisasi dan Pelatihan Sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Probolinggo juga sangat penting dalam meningkatkan pengelolaan sampah spesifik di Kota Probolinggo. Sosialisasi dan pelatihan akan meningkatkan kesadaran masyarakat dan keterampilan petugas dalam mengelola sampah spesifik.
d. Pengawasan Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Probolinggo juga sangat penting dalam meningkatkan pengelolaan sampah spesifik di Kota Probolinggo. Pengawasan akan memastikan bahwa pengelolaan sampah spesifik dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Faktor penghambat
a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Salah satu faktor penghambat yang mempengaruhi pengawasan perilaku masyarakat di TPS Ungup-Ungup Probolinggo adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik masih rendah. Banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan di jalan atau di tempat-tempat yang tidak seharusnya(Sucahyo et al. 2023). Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan sampah di TPS Ungup-Ungup Probolinggo. Pemerintah Kota Probolinggo telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Namun, upaya ini masih belum cukup efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
b. Kurangnya Sarana dan Prasarana Faktor penghambat lainnya yang mempengaruhi pengawasan perilaku masyarakat di TPS Ungup-Ungup Probolinggo adalah kurangnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang kurang memadai menyebabkan masyarakat sulit untuk membuang sampah dengan benar. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana juga menyebabkan terjadinya penumpukan sampah di TPS Ungup-Ungup Probolinggo. Pemerintah Kota Probolinggo telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana di TPS Ungup-Ungup Probolinggo. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memperbaiki fasilitas di TPS Ungup-Ungup Probolinggo. Namun, upaya ini masih belum cukup efektif untuk meningkatkan pengawasan perilaku masyarakat.
c. Kurangnya Pengawasan, Pengawasan yang kurang memadai menyebabkan masyarakat sulit untuk membuang sampah dengan benar. Selain itu, kurangnya pengawasan juga menyebabkan terjadinya penumpukan sampah di TPS Ungup-Ungup Probolinggo. Pemerintah Kota Probolinggo telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengawasan di TPS Ungup-Ungup Probolinggo. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan jumlah petugas pengawas di TPS Ungup-Ungup Probolinggo. Namun, upaya ini masih belum cukup efektif untuk meningkatkan pengawasan perilaku masyarakat.
d. Kurangnya Keterlibatan Masyarakat Faktor penghambat lainnya yang mempengaruhi pengawasan perilaku masyarakat di TPS Ungup-Ungup Probolinggo adalah kurangnya keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat yang kurang menyebabkan sulitnya pemerintah dalam mengatasi masalah sampah di TPS Ungup-Ungup Probolinggo. Selain itu, kurangnya keterlibatan masyarakat juga menyebabkan terjadinya penumpukan sampah di TPS Ungup-Ungup Probolinggo. Pemerintah Kota Probolinggo telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah di TPS Ungup-Ungup Probolinggo. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah di TPS Ungup-Ungup Probolinggo. Namun, upaya ini masih belum cukup efektif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat.
e. Kurangnya Anggaran Faktor penghambat lainnya yang mempengaruhi pengawasan perilaku masyarakat di TPS Ungup-Ungup Probolinggo adalah kurangnya anggaran. Kurangnya anggaran menyebabkan sulitnya pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan sampah di TPS Ungup-Ungup Probolinggo. Selain itu, kurangnya anggaran juga menyebabkan sulitnya pemerintah dalam meningkatkan sarana dan prasarana di TPS Ungup-Ungup Probolinggo. Pemerintah Kota Probolinggo telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan anggaran dalam pengelolaan sampah di TPS Ungup-Ungup Probolinggo. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengajukan proposal kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan dana hibah(Tjokrokusumo 1998). Namun, upaya ini masih belum cukup efektif untuk meningkatkan anggaran dalam pengelolaan sampah di TPS Ungup-Ungup Probolinggo.
3. Pengaruh adanya TPS limbah B3 dari perspektif perilaku masyarakat 
	Di Kota Probolinggo Pengelolaan sampah B3 merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan di kota Probolinggo. Sampah B3 adalah jenis sampah yang sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, pengawasan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah B3 sangatlah penting untuk dilakukan. Pengelolaan sampah B3 di kota Probolinggo sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah setempat. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak memahami betul tentang bahaya sampah B3 dan cara pengelolaannya. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah B3 agar sampah tersebut dapat diolah dengan baik dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia.
	Dalam pengawasan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah B3, peran pemerintah setempat sangatlah penting. Pemerintah perlu memberikan edukasi dan sosialisasi yang cukup kepada masyarakat tentang bahaya sampah B3 dan cara pengelolaannya. Selain itu, pemerintah setempat juga perlu menyediakan tempat pengumpulan sampah B3 yang memadai dan menggunakan teknologi pengolahan sampah B3 yang ramah lingkungan. Selain peran pemerintah, peran masyarakat juga sangatlah penting dalam pengawasan perilaku dalam pengelolaan sampah B3. Masyarakat perlu memahami betul tentang bahaya sampah B3 dan cara pengelolaannya. Selain itu, masyarakat juga perlu menggunakan produk ramah lingkungan dan memisahkan sampah B3 dari sampah lainnya. 
	Beberapa warga dalam wawancara yang telah dilakukan merasa kurang mengetahui adanya limbah sampah spesifik tersebut yang artinya limbah tersebut limbah sampah rumah tangga yang mengandung bahan berbahaya serta timbul secara tidak periodik,tetapi perlu dilakukan pengawasan agar keberadaannya tidak membahayakan lingkungan sekitar bahkan masyarakat lain.
	Dalam pengelolaan sampah B3, peran semua pihak sangatlah penting. Dengan pengawasan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah B3 yang baik, maka sampah B3 dapat diolah dengan baik dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara pemerintah setempat dan masyarakat dalam pengelolaan sampah B3 yang baik dan benar.

4. KESIMPULAN 
		Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, bahwa implementasi pengawasan perilaku masyarakat kota probolinggo di TPS ungup-ungup probolinggo berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik, pengawasan perilaku masyarakat dalam membuang sampah yang mengandung limbah B3 sudah terlaksana cukup baik, terbukti dengan pengetahuan masyarakat akan adanya limbah sampah spesifik yang mengandung B3  tersebut,sehingga masyarakat jadi mengerti dalam memilah sampah, dari sebelum dan sesudah adanya Peraturan perundang-undangan no 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang kini telah diregulasi dengan peraturan pemerintah no 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik,namun ada beberapa yang mendukung penyelenggara yaitu dengan adanya peraturan masyarakat jadi paham mengenai limbah sampah yang mengandung B3 sehingga dilakukan pemilahan sampah tersebut, adanya sarana yang memadai seperti pemisahan tempat sampah sehingga memudahkan masyarakat dalam membuang sampah. Sedangkan faktor yang menghambat ialah kurangnya pengawasan serta kesadaran masyarakat yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan implementasi peraturan tersebut. meningkatkan jumlah sampah memang sesuatu yang mustahil jadi tugas perilaku masyarakatnya harus memiliki kesadaran dalam membuang sampah serta diperlukan pengurangan dan penanganan yang tepat.
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